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LAPORAN KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

uji syukur kami panjatkan ke hadapan
PTuhan Yang Maha Esa karena berkat
rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM,
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan
HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian
Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Penyusunan LKIP ini dilakukan dalam upaya
mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil
guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good
Governance sebagai usaha untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas
pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan
suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme
program, pelaksanaan, pemantauan dan
pengevaluasian program kegiatan. Untuk itu
diperlukan pengukuran dan pengevaluasian agar
kerja dan kinerja tetap pada garis yang telah
ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 merupakan
media untuk menyampaikan pertanggungjawaban
dan memberikan keterangan atas pencapaian
kinerja tahun 2019. Berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014

tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2020 sebagai tahun paling menantang
dalam  “kehidupan pengabdian” lembaga
pemerintah termasuk BPSDM Hukum dan HAM.
Berbagai ujian kinerja mendera di tahun tersebut,
tetapi BPSDM Hukum dan HAM tetap berusaha
memenuhi tanggung jawabnya. Laporan Kinerja ini
sebagai media BPSDM Hukum dan HAM
mempertanggungjawabkan kerja dan kinerjanya
walau pelatihan reguler yang dilakukan banyak
disesuaikan dengan kondisi pandemi yang sedang
mendera Indonesia dan dunia.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat
jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik
dan saran yang bersifat membangun sangat kami
harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan
Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita
semua.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kepala Badan Pengembangan SDM
Hukum dan HAM

Asep Kurnia
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A. Latar Belakang

Pemerintahan kedua Jokowi mempunyai
perhatian khusus terhadap pembangunan
manusia, hal ini dapat kita lihat pada Nawacita
kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo
dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin di point
satu yang berbunyi Peningkatan kualitas
manusia Indonesia. Kemudian ditekankan
kembali dalam 5 (lima) arahan utama yang
ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam
pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian
sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju)
juga di point pertama yang berbunyi
Membangun SDM pekerja keras yang
dinamis, produktif, terampil, menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi didukung
dengan kerjasama industri dan talenta

global.

Pembangunan manusia menjadi penting
karena hal tersebut merupakan kunci utama
Indonesia untuk terus melaju di dalam
terlebih Indonesia saat ini
(2015-2035).

Bonus demografi bisa menjadi beban besar

pembangunan,
memasuki bonus demografi
bagi negara jika tidak diimbangi dengan

pembangunan manusia yang berkualitas.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai
kementerian yang besar jumlah pegawainya

(kurang lebih 60.000 pegawai) memiliki

kepedulian dalam meningkatkan kompetensi
pegawainya tersebut. Peningkatan tersebut
dimaksudkan agar ASN di Kemenkumham
menjadi pegawai yang berkualitas sehingga
dapat menjadi pendorong kemajuan Indonesia

dalam menghadapi bonus demografi.

ASN di

Kemenkumham juga searah dengan salah

Peningkatan kompetensi

satu dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan
pemerintahan periode kedua Jokowi yang
berbunyi Stabilitas
Polhukhankam

Pelayanan Publik. Memperkuat transformasi

Memperkuat

dan Transformasi
pelayanan publik tidak akan berhasil jika tidak
ditopang dengan SDM yang berkompetensi

sesuai dengan tuntutan perubahan itu sendiri.

ASN di

diamanahi

Tugas peningkatan kompetensi
lingkungan Kemenkumham
kepada BPSDM Hukum dan HAM. Dalam
menjalankan tugas pokoknya, BPSDM Hukum
dan HAM bertanggungjawab langsung kepada
Hukum dan HAM. Hal
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015

tentang

Menteri tersebut

Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI, BPSDM Hukum dan HAM yang detilnya

akan dijelaskan kemudian.
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Dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya BPSDM Hukum dan HAM
melakukan evaluasi terhadap program-

program dengan indikator-indikator yang telah
ditetapkan sebelumnya. Salah satu evaluasi
yang rutin dilakukan setiap tahun adalah
evaluasi terhadap kinerja. Evaluasi terhadap
kinerja ini dituangkan di Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP ini disusun
berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan

Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014.

Aparatur Negara dan

LKIP yang disusun BPSDM Hukum dan HAM
bertujuan agar aktivitas yang dijalankan
sesuai dengan perencanaan Yyang telah
ditentukan. Perencanaan dengan indikator-
indikator disusun sebagai guidance agar
aktivitas BPSDM Hukum dan HAM mengacu
pada bagaimana mencapai target-target
dalam indikator tersebut. LKIP juga disusun
dalam rangka keterbukaan informasi terhadap
aktivitas yang dilakukan oleh BPSDM Hukum
dan HAM. Keterbukaan yang

kemudian digunakan oleh stake holder untuk

informasi

menilai sejauh mana BPSDM Hukum dan
HAM telah menjalankan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

B. Visi, Misi dan Tujuan

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020
tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah
ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional
2020-2024
kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin adalah :

yang

untuk tahun dibawah

“Terwujudnya Indonesia Maju

Mandiri

Berlandaskan Gotong Royong”

Berdaulat, dan Berkepribadian

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut

dilakukan  melalui 9 (sembilan) Misi
Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita

Kedua yaitu:

Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri,
dan berdaya saing;

3. Pembangunan yang merata dan
berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang

berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan
kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada setiap
warga;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih,
efektif dan terpercaya; dan

daerah  dalam

9. Sinergi pemerintah

kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 arahan

ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam

(lima) utama yang
pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian
sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju)
adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang
dinamis, produktif, terampil, menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi didukung
dengan kerjasama industri dan talenta
global,

2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur

untuk menghubungkan kawasan produksi
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dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan
mempercepat peningkatan nilai tambah
perekonomian rakyat;

3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law,
terutama menerbitkan 2 undang-undang.
Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja.
Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas
prosedur dan birokrasi yang panjang, dan
menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi

daya saing manufaktur dan jasa modern

yang
tinggi bagi kemakmuran bangsa demi

mempunyai nilai tambah

keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk
mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan
Presiden  dan

misi, arahan agenda

pembangunan, maka
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-

2024 adalah: “Kementerian Hukum dan Hak

ditetapkan  Visi

Asasi Manusia yang Andal, Profesional,

Inovatif, dan Berintegritas dalam
Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil
Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi

Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan  Gotong
Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan

Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6
yaitu penegakan sistem hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi
nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada
setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu
pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif
dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut
diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi
Kementerian Hukum dan HAM sebagai
berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-
undangan yang berkualitas dan melindungi

kepentingan nasional

2. Menyelenggarakan  pelayanan  publik

dibidang hukum yang berkualitas

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang

kekayaan intelektual, keimigrasian,

administrasi hukum umum dan
pemasyarakatan yang bebas dari korupsi,

bermartabat dan terpercaya.

4. Melaksanakan Penghormatan,
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi

Manusia Yang Berkelanjutan.

5. Melaksanakan peningkatan kesadaran

hukum masyarakat

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan

melalui peran keimigrasian dan

pemasyarakatan

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan
yang baik melalui reformasi birokrasi dan

kelembagaan.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan
misi dan juga merupakan hal yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.
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Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan

tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang

hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan

HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

selama tahun 2020-2024 sesuai misinya

adalah sebagai berikut :

1.

Misi membentuk peraturan perundang-
undangan yang  berkualitas  dan

melindungi kepentingan nasional,
bertujuan untuk; mewujudkan peraturan
perundang-undangan yang harmonis
yang sejalan dengan kebutuhan hukum
masyarakat dan kebijakan pemerintah;
dan terciptanya ketertiban dan keamanan
dalam bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Misi menyelenggarakan pelayanan publik
dibidang

bertujuan untuk mewujudkan layanan

hukum yang Dberkualitas,
Kementerian Hukum dan HAM yang

Prima.

Misi mendukung penegakan hukum di

bidang kekayaan intelektual,
keimigrasian, administrasi hukum umum
dan pemasyarakatan yang bebas dari
korupsi, bermartabat dan terpercaya,
bertujuan untuk mendorong inovasi
melalui

kreativitas masyarakat

peningkatan  permohonan  kekayaan
intelektual, meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional melalui kemudahan
pemberian ijin pendirian badan usaha,
sekaligus memenuhi hak-hak warga
binaan pemasyarakatan serta

membentuk Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menjadi manusia
kesalahan,

seutuhnya, menyadari

memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak
pidana sehingga dapat diterima kembali
oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan dan dapat
hidup secara wajar sebagai warga negara
yang baik dan bertanggung jawab serta
Memberikan jaminan perlindungan hak
asasi tahanan yang ditahan serta
keselamatan dan keamanan benda-
benda yang disita untuk keperluan barang
bukti dan benda-benda yang dinyatakan
dirampas untuk negara dan mencegah
penyalahgunaan dokumen keimigrasian
oleh WNI dan WNA yang melintas dan

tinggal di Indonesia.

Misi  melaksanakan  penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak asasi
manusia yang berkelanjutan, bertujuan

untuk terlindunginya hak asasi manusia.

Misi melaksanakan peningkatan
kesadaran hukum masyarakat, bertujuan
untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap
kesadaran hukum masyarakat serta

akses keadilan.

Misi ikut serta menjaga stabilitas
keamanan melalui peran kemigrasian dan
pemasyarakatan, bertujuan untuk
menciptakan wilayah perbatasan yang
aman dari perlintasan WNA/WNI yang
tidak mempunyai dokumen sesuai
prosedur dan menciptakan keamanan

dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.

Misi  melaksanakan tata laksana
pemerintahan yang baik melalui reformasi
birokrasi dan kelembagaan, bertujuan

untuk mewujudkan ASN Kementerian
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Hukum dan HAM yang kompeten dan
terlaksananya reformasi Birokrasi di

Kementerian Hukum dan HAM.

Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, BPSDM Hukum

dan HAM mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

1.

Tugas BPSDM Hukum dan HAM

BPSDM Hukum dan HAM mempunyai
tugas melakukan pengembangan
Sumber Daya Manusia di bidang Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

Fungsi BPSDM Hukum dan HAM

Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam pasal
1191 Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2015, BPSDM Hukum dan HAM

menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan Kebijakan  Teknis,
Program dan Anggaran
Pengembangan Sumber  Daya

Manusia di Bidang Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

b) Pelaksanaan Pengembangan
Sumber Daya Manusia di Bidang
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c) Pelaksanaan Penilaian Kompetensi
Sumber Daya Manusia di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM;

d) Pemantauan, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan

Pengembangan Sumber  Daya

Manusia di Bidang Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
Badan

e) Pelaksanaan Administrasi

Pengembangan  Sumber  Daya
Manusia Hukum dan HAM; dan
f) Pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi BPSDM Hukum dan

HAM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
BPSDM Hukum dan HAM terdiri dari
beberapa fungsi yang memiliki tugas dan

wewenang sebagai berikut :

1. Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM

Melaksanakan koordinasi
perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi kinerja dan
keuangan serta melakukan pembinaan
dan pemberian dukungan
administrative kepada seluruh satuan
organisasi BPSDM
Hukum dan HAM.

2. Kepala Pusat Pengembangan Diklat

dilingkungan

Teknis dan Kepemimpinan

Melaksanakan koordinasi,

perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi pendidikan
dan pelatihan (diklat) serta melakukan
perumusan kebijakan dan penyusunan
pedoman pengembangan diklat
dibidang teknis dan Kepemimpinan.

3. Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Fungsional dan HAM
Melaksanakan koordinasi,

perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi pendidikan
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dan pelatihan (diklat) serta melakukan
perumusan kebijakan dan penyusunan
pedoman pengembangan diklat
dibidang Fungsional dan HAM.

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
Melaksanakan koordinasi,
perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi penilaian
kompetensi dan pengelolaan sistem
informasi pengembangan SDM serta
melakukan perumusan kebijakan dan
penyusunan pedoman standardisasi

dan penilaian kompetensi.

Direktur Politeknik lImu
Pemasyarakatan

Melaksanakan koordinasi,
perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pendidikan
kedinasan dibidang llmu

Pemasyarakatan serta melakukan

penelitian terapan dan pengabdian

kepada masyarakat dibidang
Pemasyarakatan.

Direktur Politeknik Imigrasi

Melaksanakan koordinasi,
perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pendidikan

kedinasan dibidang Keimigrasian serta
melakukan penelitian terapan dan
pengabdian  kepada  masyarakat
dibidang Keimigrasian.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum
dan HAM

BPSDM dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya memiliki 3 (tiga) Unit
Pelaksana Teknis Balai Pendidikan
dan Pelatihan Hukum dan HAM yang
berada di Jawa Tengah, Kepulauan
Riau dan Sulawesi Utara dengan tugas
dan wewenang menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan di bidang
hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai
dengan wilayah kerja masing-masing.
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Bagan struktur organisasi BPSDM Hukum dan HAM dapat dilihat dalam bagan berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUNBER
CAYA MANUSIAHUKLN DAN HAW

[DR ASEP KURNA)

M KEPALAPUSAT PENGENEANCAN PENDIDIKAN = KEPALAPUSAT PENGEMEANGEN FENDIDIKAN
D8N FELATIHAN TEKNIS DAN KEPENILPINAN s AN PELATHAN FUNGEIDNAL DAN HAM i

(CUCU KOSWALA, SH M Si} N {FOCUT ELIZA, § Sos SH.MH)

M 4
FA \ \ =
~ A
f g
£

el DUREKTUR POLITEXNIK ILMU FEMASYARAKATAN DIREKTUR POLITEKNIK MGRAS!
AR (Or. RACHMAYANTHY, BIF. 56, M.Si|

Gambar 1.0.1 Struktur BPSDM Hukum dan HAM

D. Sumber Daya Manusia

BPSDM Hukum dan HAM dalam didukung oleh Sumber Daya Manusia
menjalankan tugas dan fungsinya sebanyak 389 orang dengan berbagai
melakukan pengembangan SDM latar belakang pendidikan yang berbeda
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Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
(Per 31 Desember 2020)

125 123

47 49

21 24

BPSDM POLTEKIP POLTEKIM

LAKI - LAKI PEREMPUAN

Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
20 44 2
3

(Per 31 Desember 2020)
126
70
32
4
6 5 - |

BPSDM POLTEKIM POLTEKIP

ESLTA WDIll mS1/DIV 1S2 mS3

Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
(Per 31 Desember 2020)

157
69
59
42
22 17 10
Com

Gol. Il Gol. Il Gol. IV

= BPSDM = POLTEKIP POLTEKIM
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E. Peran Strategis

Amanah pengembangan kompetensi aparatur
Kementerian Hukum dan HAM yang
dimandatkan kepada BPSDM Hukum dan
HAM tertuang dalam Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai
tugas melaksanakan pengembangan sumber
daya manusia di bidang hukum dan hak asasi
manusia. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1191,
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, program
dan anggaran pengembangan sumber
daya manusia di bidang hukum dan hak
asasi manusia;

b. pelaksanaan pengembangan sumber
daya manusia di bidang hukum dan hak
asasi manusia;

c. pelaksanaan  penilaian kompetensi
sumber daya manusia di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pengembangan sumber
daya manusia di bidang hukum dan hak
asasi manusia;

e. pelaksanaan administrasi Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Menteri.

Peningkatan kualitas SDM aparatur negara ini
merupakan upaya Kementerian Hukum dan
HAM untuk menjawab tantangan masa Kini
yang dihadapi oleh organisasi seperti
tingginya jumlah pegawai, tingginya jumlah
pegawai generasi milenial, era disrupsi dan
perkembangan era industry 4.0. Di sisi lain,

tingginya jumlah pegawai tersebut belum
diikuti dengan ketersedianya kesempatan
mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta
penempatan pegawai sesuai dengan
kompetensinya. Tantangan dan keterdesakan
lingkungan kerja yang sukses memanfaatkan
teknologi, membuktikan bahwa strategi
pengembangan Sumber Daya Manusia tidak
bisa lagi hanya mengandalkan sistem
konvensional. Pembentukan budaya kerja
dalam lingkup sebagai organisasi pembelajar
juga harus dikembangkan. Maka dengan
tantangan dan desakan zaman, BPSDM
Hukum dan HAM berusaha untuk melakukan
penyesuaian, berikut penyesuaian yang ingin
di terapkan:

1. Pembangunan SDM bidang hukum dan
HAM yang yang berkompetensi tinggi
melalui rumusan kebijakan
penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi
di lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM;

2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial
dan sosio-kultural SDM Hukum dan HAM
melalui rumusan kebijakan dan
penyelenggaraan program pengembangan
terintegrasi dalam skema Corporate
University.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Sekretariat
BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 dapat
dilihat sebagai berikut :

BAB | Pendahuluan
Bab ini berisi penjelasan umum
organisasi dengan penekanan pada
aspek peran strategis BPSDM
Hukum dan HAM, serta strategis unit
organisasi

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Bab ini berisi uraian

ringkasan/ikhtisar rencana strategis,
rencana kerja dan anggaran, sasaran
kinerja pegawai, perjanjian kinerja

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
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Bab ini berisi uraian capaian kinerja BAB IV PENUTUP
pada setiap sasaran strategis
organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi, serta
perbandingan capaian kinerja . Selain
itu disajikan pula akuntabilitas
keuangan yang menggambarkan
realisasi anggaran dalam mendukung ~ REFERENSI
pelaksanaan kegiatan tahun 2019 LAMPIRAN
terkait dengan tugas pokok dan tugas

strategis lainnya.

Bab ini berisiringkasan dari tinjauan
pelaksanaan kegiatan dan Kkinerja
tahun 2019 yang dirangkum kedalam
kesimpulan terhadap Akuntabilitas
Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.

T G s . — 3 B
S C‘ ; tﬁ QVQ ::% : ‘iﬁ
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BERMARTABAT

078 s

BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. Uraian Singkat Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Hukum
dan HAM 2020-2024 merupakan turunan dari
Rencana Strategis Kementerian Hukum dan

Sasaran strategis disusun melalui
pendekatan 4 perspektif Balanced Scorecard,
yaitu:

HAM 2020-2024. Renstra Kemenkumham
merupakan pedoman perencanaan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
2. Perspektif Proses Internal

” 4 ) ) 3. Perspektif Pembelajaran dan
untuk periode 5 (Ilma) tahun terhitung sejak Pertumbuhan
jhatin 20288 gpaiiiegga Tahur 2024, 4. Perspektif Keuangan atau Disiplin
Anggaran

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 2020-2024 BPSDM Hukum dan HAM

Perspektif \ Sasaran Strategis

Pemangku Kepentingan Menjadi unit utama yang dapat bekerjasama dalam

pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM

dengan pemangku kepentingan

Proses Internal 1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan
penilaian kompetensi berbasis Tl

2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan,
pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar
global dan terakreditasi

3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI,
Penyelenggara, dan Pengelola)

4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir

5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan
dan pelatihan SDM yang berkualitas

Memiliki SDM fungsional dan penunjang yang berkompetensi

tinggi dan terkareditasi

2. Membentuk organisasi yang optimal
menjalankan fungsi dan peran

3. Menijalin kerjasama sinergis dengan institusi pendidikan dan

pelatihan terbaik

Pembelajaran dan Pertumbuhan 1.

dan efektif dalam

Disiplin Anggaran Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan

akuntabel
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan
e Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong
Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. 5.  Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas 6.  Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan

pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya 7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan. birokrasi dan kelembagaan. Y

Tujuan Strategis BPSDM Hukum dan HAM:
Meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan SDM berbasis Corporate University

Menjadi unit utama yang dapat
berkerjasama dalam pengembangan
kompetensi SDM di Bidang Hukum dan
HAM dengan pemangku kepentingan

Perspektif
Pemangku
Kepentingan

Menyelenggarakan program
Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, Mengelola pelatihan Memiliki sarana
program pelatihan, pengembangan dan yang melibatkan 3 dan prasarana
pengembangan dan penilaian kompetensi yang Pilar Pelatihan (WI, pembelajaran yang
penilaian berbasis berstandar global dan Penyelenggara, dan mutakhir
teknologi informasi terakreditasi Pengelola)

Memiliki
infrastruktur TI
untuk pendidikan
dan pelatihan
SDM yang

harliialitac

Perspektif
Proses Internal

Memiliki SDM Membentuk PP.3 Menjalin kerjasama . Memanfaatkan
Fungsional dan organisasi yang sinergis dengan anggaran yang
penunjang yang optimal dan efektif institusi pendidikan optimal, tepat sasaran

berkompetensi tinggi dalam menjalankan dan pelatihan dan akuntabel
ASs s lEaiE funesi dan peran o

Perspektif
Pembelajaran
dan
Pertumbuhan

Gambar 2.1 Peta Strategi BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024
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B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM
adalah dokumen berisikan penugasan dari
Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan
program atau kegiatan yang disertai dengan
indikator dan target. Melalui Perjanjian Kinerja
inilah kinerja BPSDM Hukum dan HAM
menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi
dan wewenang, serta sumber daya yang
tersedia. Perjanjian Kinerja ini diselaraskan

dengan rencana kinerja tahunan 2019 yang
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
BPSDM Hukum dan HAM dalam mewujudkan
visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran
yang akan dicapai. Berikut dokumen
Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM
Tahun 2019. Dokumen legal Perjanjian
BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 dapat
dilihat di lampiran.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020

Sasaran Indikator Kinerja
1. Persentase hasil_ pgnilaian kompetensi 75%
yang ditindaklanjuti oleh pengguna
Meningkatkan kompetensi Sumber 2. Persentase ASN Kemenkumham yang
1. | Daya Manusia di Bidang Hukum dan mendapatkan pengembangan 85%
HAM kompetensi
3. Persentase alumni pelatihan yang sudah
melaksanakan tugas sesuai dengan 85%
kompetensi bidang tugasnya
Terpenuhinya SDM Kementerian 1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi
5 | Hukum dan HAM yang memiliki dan Politeknik llmu Pemasyarakatan 0
95%
kompet_en_3| dlbldang Pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai dengan
dan Keimigrasian kompetensi jabatan

Perjanjian Kinerja ditetapkan pada Desember
2019, tetapi di tahun 2020 terjadi pembahasan
kembali Rencana Strategis 2020-2024 yang

merubah angka indikator yang terdapat di
dalam Perjanjian Kinerja 2020. Perubahan
tersebut adalah :

Target
Baru

75%

Indikator Kinerja

Lama

Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh 90%

pengguna
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"CERDAS-TRAW
BERMARTABA




CERDAS-TRAW d|

BERMARTABA‘E
o) BINSL583 1 T n bl

BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2020

Akuntabilitas kinerja BPSDM Hukum dan HAM  telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja
merupakan perwujudan atas kewajiban dalam BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020.

mempertanggungjawabkan keberhasilan
maupun kegagalan pelaksanaan Rencana
Kerja 2020 BPSDM Hukum dan HAM untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam Rencana  Strategis.
Perwujudan  pertanggungjawaban Kinerja
tersebut dihitung berdasarkan target yang

Tingkat keberhasilan dan kegagalan yang
dicapai dilakukan dengan pengukuran yang
telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dengan
cara cara membandingkan antara target
sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020

. Indikator Kinerja Realisasi | Capaian

1.Persentase hasil penilaian
kompetensi yang
ditindaklanjuti oleh
pengguna

2.Persentase ASN
Kemenkumham yang
mendapatkan pengembangan
kompetensi

3.Persentase alumni pelatihan
yang sudah melaksanakan
tugas sesuai dengan
kompetensi bidang tugasnya

1.Persentase kelulusan
Politeknik Imigrasi dan
Politeknik IImu
Pemasyarakatan yang
ditempatkan sesuai dengan
kompetensi jabatan

75% 81% 108%

Meningkatkan kompetensi
1 | Sumber Daya Manusia di
Bidang Hukum dan HAM

85% 70% 82%

85% 96% 113%

Terpenuhinya SDM
Kementerian Hukum dan HAM
2 | yang memiliki kompetensi
dibidang Pemasyarakatan dan
Keimigrasian

95% 100% 105%
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Sasaran ! Yy . .
No Program Indikator Kinerja | Target | Realisasi
1.Persentase hasil
penilaian
kompetensi yang 75% 81%
ditindaklanjuti
oleh pengguna
2.Persentase ASN
Meningkatkan Kemenkumham
kompetensi yang o o
Sumber Daya mendapatkan 85% 70%
1 Manusia di pengembangan
Bidang kompetensi
Hukum dan 3.Persentase
HAM alumni pelatihan
yang sudah
melaksanakan o o
tugas sesuai 85% 96%
dengan
kompetensi
bidang tugasnya
;gr’&enuhmya 1.Persentase
Kementerian keIL_JIusa_n . .
Politeknik Imigrasi
Hukum dan . .
dan Politeknik
HAM yang lImu
2 | memiliki 95% 100%
K . Pemasyarakatan
ompetensi -
dibidang yang (_1|aempatkan
Pemasyarakat iesual engan
ompetensi
an dan .
S . jabatan
Keimigrasian

Analisa Capaian Indikator

. Pagu Realisasi
Capaian %
2 (Rp) (Rp) °
233.879.511.000 | 228.392.914.900 97,65

Sasaran Program 1

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya

Manusia di Bidang Hukum dan HAM

Persentase hasil penilaian kompetensi
yang ditindak lanjuti oleh pengguna

Indikator 1

Indikator Persentase hasil penilaian
kompetensi yang ditindak lanjuti oleh
pengguna bertujuan untuk mengukur
tingkat pemanfaatan hasil penilaian
kompetensi yang telah dilakukan oleh unit
pengguna. Pada Periode Tahun 2019-
2020, Pusat Penilaian Kompetensi
melakukan pemanfaatan hasil penilaian
kompetensi kepada 12 Unit kerja di
Lingkungan kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan tersebut berupa dilakukannya

monitoring untuk mengetahui seberapa
besar pembina kepegawaian atau pihak
berwenang telah menindaklanjuti hasil
rekomendasi hasil penilaian kompetensi
yang telah diberikan. Hasil monitoring dan
evaluasi menunjukkan bahwa sebanyak 81
% atau 281 pegawai dari sasaran target
monitoring kepada 348 pegawai telah
dilakukan pemanfaatan Hasil Penilaian
kompetensi.
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Adapun Unit Kerja yang dijadikan sampel
survei sebanyak 8 Kantor Wilayah, dan 4
Unit Pusat Eselon 1. Bentuk Pemanfaatan
Hasil Uji Kompetensi yang paling banyak
dilakukan adalah Pelatihan, sedangkan
yang paling sedikit adalah bentuk
pengembangan dengan metode
datasering (penempatan pegawai untuk
bertugas di suatu tempat dalam jangka
waktu tertentu).

Dalam pencapaian indikator ini diperoleh

ataupun sertifikat kegiatan yang telah
dilakukan (LKIP ~ Puspenkom 2020).
Berikut grafik yang memperlihatkan jumlah
pegawai yang telah dilakukan tindak lanjut
pemanfaatan assesment oleh pengguna.

Walaupun target indikator tercapai tetapi
angka realisasi tidak mencapai 100%
maka diperlukan sosialisasi kepada
seluruh user (unit pengguna) agar
menindaklanjuti hasil penilaian
kompetensi yang telah dilakukan ke dalam

dari rekapitulasi data survei Monitoring dan perencanaan pengembangan dan
data dukung untuk menvalidasi data perencanaan pola karir pegawai.
berupa dokumen seperti Surat Keputusan
Grafik 3.1 Grafik Tindak Lanjut Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi
Jumlah Pegawai yang Di Assesmentdan jumlah
Pegawai Tindak lanjut Assesment
B Jumlah Pegawai yang Di Assesment O jumiah Pegawai Tindak lanjut Assesment
a9
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Indikator Kinerja

Persentase hasil penilaian kompetensi yang
ditindaklanjuti oleh pengguna

75%

*data berasal dari LKIP Pusat Penilaian Kompetensi tahun 2020
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Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2019- 2020

Indikator Kinerja
Target

Persentase hasil penilaian
kompetensi yang ditindaklanjuti
oleh pengguna

Realisasi | Capaian | Targetl Realisasi | Capaian

65,71%

*data berasal dari LKIP BPSDM Hukum dan HAM tahun 2019

Pencapaian di tahun 2020 dibandingkan
tahun 2019 pada indikator Persentase
hasil penilaian kompetensi yang
ditindaklanjuti oleh pengguna meningkat.
Pada tahun 2019 realisasi tidak mencapai

Indikator 2

target sedangkan pada 2020 realisasi
mencapai target. Sehingga tahun 2020
secara realisasi dan capaian meningkat
drastis.

Persentase ASN Kemenkumham yang

mendapatkan pengembangan

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi
Negara RI No. 10 Tahun 2018 tentang
Pengembangan = Kompetensi Pegawai
Negeri Sipil, bahwa setiap PNS berhak
mendapatkan pengembangan kompetensi
selama 20 Jam Pelajaran (JP) setiap
tahunnya. Dalam usaha untuk memenuhi

Indikator Kinerja

| 2020 |

kewajiban institusi dalam mengembangkan
kompetensi pegawainya tersebut,
Kementerian Hukum dan HAM melalui
BPSDM Hukum dan HAM menetapkan
target pengembangan kompetensi di dalam
Renstranya sebagai berikut:

2021 2022 2023

1 Persentase ASN Kemenkumham yang
mendapatkan pengembangan
kompetensi

85%

90% 92% 93% 93%

Berdasarkan tabel di atas, maka BPSDM
Hukum dan HAM dalam aktivitas
pengembangan kompetensi kepada
pegawai di lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM ditargetkan mencapai 85% dari
jumlah PNS Kementerian Hukum dan HAM.

Di bawah ini akan dijelaskan capaian output
dari program dan aktivitas pengembangan
kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM
Hukum dan HAM beserta satuan kerjanya
selama tahun 2020.
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Tabel 3.3 Capaian Output Pengembangan Kompetensi 2020
BPSDM Hukum dan HAM

Unit / Satker

1 Pusbang Tekpim 827 35.532 36.359
2 Pusbang Fungham 1.221 469 1.690
3 Badiklat Sulut 230 1.320 1.550
4 Badiklat Jateng 303 811 1.114
5 Badiklat Kepri 240 791 1.031
6 Poltekip 1.001 1.001
7 Poltekim 968 968
Total 43.713
*Pembelajaran Jarak Jauh
Tabel di atas menunjukkan bahwa total pegawai dan target pengembangan

output pengembangan kompetensi kompetensi 2020 adalah 85% dari total ASN
sepanjang tahun 2020 sebesar 43.713 Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga
peserta pengembangan kompetensi. total target pengembangan kompetensi
Dengan total jumlah ASN Kementerian tahun 2020 adalah 53.335 peserta
Hukum dan HAM yang sebesar 62.770 pengembangan kompetensi.
Grafik 3.0.2 Target Capaian Pengembangan Kompetensi 2020
85%
Jumlah ASN Persentase Target Angka Target
Kemenkumham Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi

Grafik 3.3 Capaian Pengembangan Kompetensi 2020

Ul
N0,
m=43.713—

> N,
TN

Capaian Pengembangan
Kompetensi

Berdasarkan pemaparan data dan grafik di
atas maka target pengembangan

N
N2
- 70% =

> N,
TN

Persentase Capaian

Pengembangan Kompetensi

dengan target 2020. Tidak tercapainya target
pengembangan kompetensi ini dikarenakan
pandemi Covid-19 yang mendera Indonesia.
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Dikarenakan pandemi tersebut terjadi menjadikan BPSDM Hukum dan HAM
penyesuaian pelaksanaan pelatihan, banyak melakukan pengalihan anggaran yang
pelatihan yang dilaksanakan dengan metode berakibat berkurangnya anggaran untuk
klasikal dibatalkan dan sebagiannya diubah pelaksanaan pelatihan.

rF‘fe”Jsdl' , pe'aj“haﬂ P dsngng meto‘ée Capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM
| em‘eajaran q ara ,Zu ( | h) ataub ) dalam aktivitas pengembangan kompetensi
=qinggpcen CoVIGEER ialignembuat pada tahun 2020 dibandingkan dengan

E%merlnliah hmemfgkuskan I_arl]ngga[(an k_e tahun 2019 mengalami peningkatan. Lebih
ldang kesehatan dan pemulinan ekonomi. g4 o dapat dilinat dibawah ini.

Refocusing  anggaran tersebut juga

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Output Pengembangan Kompetensi 2019 dan 2020
BPSDM Hukum dan HAM

Pengembangan Kompetensi

Unit / Satker
PJJ** / E- PJJ*/

Klasikal | Learning Pendidikan Klasikal E-Learning Pendidikan
1 | Pusbang 1.743 33.591 827 35.532
Tekpim
o | Pusbang 1.233 120 1.221 469
Fungham
3 | Badiklat Sulut 400 162 230 1.320
4 | Badiklat Jateng 415 287 303 811
5 | Badiklat Kepri 383 320 240 791
6 | Poltekip 692 1.001
7 | Poltekim 1.295 968
Total 40.641 43.713
*Data berasal dari Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM 2019
**Pembelajaran Jarak Jauh
Dibandingkan dengan capaian mengalami peningkatan sebesar 3.072
pengembangan kompetensi di tahun 2019, peserta pengembangan kompetensi.
pengembangan kompetensi 2020

Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2019- 2020

. Indikator Kinerja

Persentase ASN Kemenkumham
1 | yang mendapatkan pengembangan 85% 70% 82% NN NN NN
kompetensi

*data berasal dari Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM 2020

Indikator Persentase ASN Kemenkumham

yang mendapatkan pengembangan tidak dapat dibandingkan antara tahun 2020

kompetensi dan 2019 karena indikator ini tidak ada di
tahun 2019
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' Persentase Alumni Pelatihan yang sudah
Indikator 3 melaksanakan tugas sesuai dengan
kompetensi bidang tugasnya

Indikator ini ingin mengukur sejauh mana diharapkan menempatkan alumni tersebut di
peserta pelatihan setelah kembali bidang kerja yang sesuai dengan
melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya. Pengukuran  indikator
kompetensi. Hal ini agar hasil pelatihan kinerja ini dilakukan melalui evaluasi pasca
menjadi kompetensi pegawai tersebut. pelatihan dengan hasil di bawah ini.
Sehingga unit dimana alumni tersebut

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian

Persentase alumni pelatihan yang sudah
melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi 85% 96%
bidang tugasnya

Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2019- 2020

Indikator Kinerja
Target | Realisasi | Capaian | Targetl Realisasi | Capaian

Persentase alumni pelatihan yang
sudah melaksanakan tugas sesuai
dengan kompetensi bidang
tugasnya

*data berasal dari LKIP BPSDM Hukum dan HAM 2019

Pada tabel perbandingan di atas, dapat kita atas memenubhi target yang telah
lihat bahwa kedua tahun perbandingan di ditentukan.

Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum
Sasaran Program 2 dan HAM yang memiliki kompetensi di
bidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian

Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan

Indikator 1 e Politeknik limu Pemasyarakatan yang
ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan
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Para peserta didik (taruna / taruni) dari
Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik
llmu Pemasyarakatan (Poltekip)
mendapatkan pendidikan sebagai persiapan
mereka dalam melaksanakan tugas di
Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan. Oleh karena itu
para taruna-taruni setelah lulus
dimaksudkan untuk mengisi berbagai posisi
di lingkungan Ditjen Imigrasi dan Ditjen
Pemasyarakatan.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki 11
unit eselon satu di tingkat pusat dan 33

Indikator Kinerja

Kantor  Wilayah. Dengan besarnya
organisasi tersebut dan kebutuhan SDM
yang besar, seringkali lulusan Poltekip dan
Poltekim ditugaskan di luar Ditjen Imigrasi
dan Ditlen Pemasyarakatan. Penempatan
seperti ini tidak sesuai dengan manajemen
talenta yang menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensinya atau pendidikannya.
Oleh karena itu indikator 3 ini menjadi

penting sebagai keberhasilan BPSDM
Hukum dan HAM dalam hal ini Poltekim dan
Poltekip dalam mengelola talenta
lulusannya.

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1 Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan

Politeknik 1lmu Pemasyarakatan yang
ditempatkan sesuai dengan kompetensi
jabatan

85% 90% 92% 93% 93%

Penempatan lulusan Politeknik Imigrasi

Pada tahun 2020 Poltekim meluluskan 234
taruna yang terdiri 124 taruna D-IV dan 110
taruna D-IV Lanjutan. Untuk taruna lulusan
D-1V Lanjutan, mereka akan kembali ke unit
asal mereka yaitu unit di lingkungan Ditjen
Imigrasi. Sedangkan untuk lulusan taruna D-
IV, Dberdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) No. 885
Tahun 2020 Tentang Penetapan Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan Politeknik
Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum
dan Asasi bahwa seluruh lulusan Poltekim
di tahun 2020 mendapatkan penempatan di
lingkungan Ditjen Imigrasi. Isi surat
keputusannya dapat dilihat di lampiran.

Indikator Kinerja

Penempatan Ilulusan Politeknik Ilimu

Pemasyarakatan

Berdasarkan Surat Acara Pelaksanaan
Pemilihan Penempatan Taruna Wreda
Angkatan 51 tahun Akademik 2020 bahwa
seluruh [lulusan Poltekip di tahun 2020
mendapatkan penempatan di lingkungan
Diten Pemasyarakatan. Isi Surat Acara
Pelaksanaan Pemilihan Penempatan dapat
dilihat di lampiran.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di
atas, penempatan lulusan Poltekim dan
Poltekip di tahun 2020 telah 100% sesuai
dengan kompetensi jabatannya.

Realisasi | Capaian

jabatan

1 Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan 85% 100% 118%
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang
ditempatkan sesuai dengan kompetensi
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Indikator Kinerja

Target | Realisasi | Capaian | Targetl Realisasi | Capaian

Persentase kelulusan Politeknik
Imigrasi dan Politeknik [Imu

1 . 85% 100% 118% 100% 100% 100%
Pemasyarakatan yang ditempatkan
sesuai dengan kompetensi jabatan
*data berasal dari LKIP BPSDM Hukum dan HAM 2019
B. Efisiensi Anggaran Tahun 2020
120%
9257 9233 9584
100 9753
20
0% |
Capaian Keluaran  Penyerapan Anggaran ‘Konsistensi Penyerapan Efisiensi Capalan 5asaran Rata-rata Nilai Satker
Program Anggaran terhadap Frogram

Perencanaan

* Capaian Keluaran Program (CKP) dan Capaian Sasaran Program (C5F) diukur menggunakan formula rata - rata geometrik.

Dalam rangka pelaksanaan program dan
kegiatan, BPSDM Hukum dan HAM

anggaran pelatihan yang cukup
signifikan karena metode pelatihan

merealisasikan penggunaan anggaran
berdasarkan pagu yang telah ditetapkan
setiap tahunnya. Dengan membandingkan
selisih antara perkalian pagu anggaran
dengan capaian kinerja dan realisasi
anggaran dengan perkalian pagu anggaran
dengan capaian kinerja maka diperoleh
nilai efisiensi anggaran. Dengan cara
tersebut, didapatkan angka Efisiensi
Sebesar 20% dengan asumsi bahwa
minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi
sebesar -20% dan nilai paling tinggi
sebesar 20%. Dengan asumsi tersebut
dapat disimpulkan bahwa efisiensi
anggaran yang telah dilakukan oleh
BPSDM Hukum dan HAM adalah maksimal
atau sangat baik. Adapun faktor yang
membuat nilai menjadi maksimal adalah:

1. Masa pandemi Covid-19 membuat
pelaksanaan pelatihan pada BPSDM
Hukum dan HAM vyang awalnya
sebagian besar dalam bentuk klasikal

(menghadirkan peserta ke BPSDM)

menjadi Pelatihan Jarak Jauh dan e-

learning. Hal ini tentunya menghemat

secara Jarak Jauh dan e-learning tidak
memerlukan biaya perjalanan dinas,
biaya makan peserta, dan
perlengkapan  peserta, sehingga
anggaran tersebut dapat dialihkan
untuk  keperluan lain  maupun
menambah output pelatihan;
Pelaksanaan kegiatan CoP
(Community Of Practice) pada 3 (tiga)
Balai Diklat Hukum dan HAM secara
daring menyumbang jumlah output
pelatihan secara signifikan. Jumlah
ouput pada pelaksanaan CoP pada 3
(tiga) badiklat mencapai 1.979 orang;
Pelaksanaan Pengajaran, Pelatihan,
dan Pengasuhan Taruna/taruni pada
Politeknik Imigrasi dan Politeknik [Imu
Pemasyarakatan secara Jarak Jauh
menghemat anggaran =7 (tujuh) Miliar
rupiah dari anggaran makan taruna
tanpa mengurangi target ouput taruna;
Pelaksanaan Penilaian Kompetensi
yang menggunakan CBT (Computer
based Test) juga menghemat
anggaran pada Pusat Penilaian
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Kompetensi, khususnya pada
pelaksanaan SJT (Situational
Judgement Test) dan EPT (English
Placement Test) dengan output
mencapai 62.711 peserta,;

5. Penghematan belanja dayal/listrik
karena hanya sedikit kegiatan
pelatihan secara fisik di BPSDM
Hukum dan HAM.

Seperti yang dapat di lihat digrafik diatas,
BPSDM Hukum dan HAM mendapatkan nilai
angka efisien sebesar 20 (duapuluh).
Penghitungan angka tersebut berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /
PMK.02/20 17 Tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/ Lembaga,Evaluasi Kinerja Anggaran
dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat
eselon | /program dan tingkat satuan kerja/

kegiatan. Data yang dibutuhkan untuk

mengukur efisiensi meliputi :

a. data capaian keluaran (CK) program /
kegiatan;

b. data target volume keluaaran (TVK)
program/kegiatan;

C. pagu anggaran; dan

d. realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan
membandingkan penjumlahan dari selisih
antara perkalian pagu anggaran keluaran
dengan capaian keluaran dan realisasi
anggaran keluaran dengan penjumlahan dari
perkalian pagu anggaran keluaran dengan
capaian keluaran Rumus untuk pengukuran
efesiensi sebagai berikut :

y " | (PAK x CK) — RAK
= x 100%

Efisiensi = 7
Zi o 1PAKx CK

Tabel Capaian Kinerja Program Kegiatan BPSDM Hukum dan HAM TA 2020

. Total TVK|Total CK
No. Nama Kegiatan PAK RAK (Volume) |(Volume)
1. |11620 Pendidikan Kedinasan | 52.310.858.000/ 50.096.642.049|| 2.057,00| 2.147,45|
1621 Penyelenggaraan Pendidikan
2 |dan Pelatihan Fungsional dan HAM | 7-306:035.000)  6.360.753.921  1539,00] 1.466,00
3. (1622 Penyelenggaraan Penilaian 2076.640.000| 2.033.169.739| 4.800,00//10.095,00
Kompetensi
1623 Penyelenggaraan Pendidikan
4. |dan Pelatihan Teknis dan 6.644.085.000|  6.075.202.817| 36.898,00|(36.183,00
Kepemimpinan
1624 Dukungan Manajemen dan
5. |Dukungan Teknis Lainnya BPSDM ||113.187.629.000| 111.882.999.290 3,00 3,00
Hukum dan HAM
6. |°249 Penyelenggaraan Diklat 52.154.264.000| 51.660.760.200| 1.369,00| 4.596,75
Aparatur di Wilayah
Total 1233.879.511.000| 228.109.528.016| 46.666,00]54.491,20

(sumber: SMART DJA)

Berdasarkan tabel diatas maka nilai efisiensi
kinerja anggaran BPSDM TA 2020 sebagai berikut:
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3, :1(PAKxCK)—RAK

Efisiensi = x100%

n
Y, _ 1 PAK xCK

((PAK1 x CK1) — RAK1) + ((PAK2 x CK1) — RAK2) + ((PAK2 x CK1) — RAK2 ) + ((PAK3 x CK3) — RAK3)
+ ((PAK4 x CK4) — RAK4) + + ((PAKS5 x CK5) — RAKS) + + ((PAK6 x CK6) — RAK6)

Efisienst = (— k1 x CK1) + (PAK2 x CK1) + (PAK3 x CK3) + (PAK4 x CK4) + (PAKS5 x CK5) + (PAK6 x CK6)

x100%

Efisiensi Anggaran BPSDM
(( 52.310.858.000 x 2.147,45) — 50.096.642.049) + ((7.506.035.000 x 1.466) — 6.360.753.921) + ((2.076.640.000 x 10.095) — 2.033.169.739)
! + ((6.644.085.000 x 36.183) — 111.882.999.290) + + ((113.187.629.000 x 3,00) — 111.882.999.290) + ((52.154.264.000 x 4.596,75) — 51.660.760.200)
= ((52.310.858.000 x 2. 147, 45) + (7.506.035.000 x 1.466) + (2.076.640.000 x 10.095) + (6. 644,085,000 x 36.183) + (113.187.629.000 x 3,00) + (52.154.264.000 x 4.596,75)

Efisiensi Anggaran BPSDM
_112,284,855,370,051 + 10,997,486,556,079 + 20,961,647,630,264 + 240,291,044,555,710 + 227,679,887,710 + 239,688,452,281,800

"~ 112.334.952.012.100 + 11,003,847,310,000 + 20,963, 680,800,000 + 240,402,927,555,000 + 339,562,887,000 + 239,740,113,042,000

x100%

624,451,166,281,614
624,785,083,606,100

Efisiensi Anggaran BPSDM = x100%=0,99 x 100% = 99%

Dari hasil penghitungan di atas, diperoleh nilai efesiensi kinerja anggaran sebesar 99%. Meskipun dari hasil penghitungan tersebut, nilai efisiensi
yang diperoleh sebesar 99%, tetapi secara sistem pada aplikasi SMART DJA nilai efisiensi yang ditampilkan hanya sampai 20% untuk nilai maksimal

dan -20% untuk nilai minimal.
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C. Prestasi BPSDM Hukum dan HAM

Selain berhasil melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai organisasi yang
bertanggung jawab terhadap
pengembangan kompetensi sumber daya
manusia hukum dan HAM, BPSDM juga
berhasil memperoleh beberap prestasi
antara lain:

1. Pengakuan Kelayakan
Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi
Pada tanggal 19 Oktober 2020, BKN
menyerahkan hasil akreditasi  uji

kelayakan penyelenggaraan penilaian
kompetensi kepada BPSDM Hukum dan
HAM dengan predikat A. Penilaian ini
berdasarkan tiga komponen utama yang
harus dimiliki oleh sebuah lembaga
penilaian kompetensi antara lain:
organisasi, sumber daya manusia dan
metode/pelaksanaan penilaian
kompetensi. Diharapkan prestasi ini bisa
mendorong semua elemen di BPSDM
Hukum dan HAM untuk terus
meningkatkan kinerja dan inovasi.

Sputuan Kepala Batan K
Tanggal 10 Ohsoter 3

Sormfikatin bertaku mulat tanggat 19

2. Penghargaan Dari Badan Kepegawaian
Negara
Disamping memperoleh akreditasi
penyelenggaraan penilaian kompetensi,
BPSDM Hukum dan HAM melalui Pusat

Penilaian Kompetensi memperoleh
peringkat | kategori pemanfaatan SAPK
WwBKN

Kementerian & Lembaga Negara/
Lombags Tinggi N APNK

e mentaai B

we |

1 [Cemantorion tokeen gan WAM
2 |neme k201282 UM Jan FEMmENIY SayE
3 [ceme

ronbanl dan ibormat s
Lembags Negara/Lemiags Tingp Negana UG
3 [Bten Navors Pessnggulonger Becans

1 |Arsip Navons Aeputisk inganesa

3 |Boean Pertnsngan Priers Mgran ndoness

weeN

Mementerian & Lembags Negara
Lembaga Tingal Negara LPNK

Sertifikat

| &8 PENGAKUAN KELAYAKAN

l = PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI
Bertacukan ¥

um dar

Tulah memenun) besesiaan Standa Kelayaban Peoysiengoars Peniaien Kompetens dengan K

A

Obtobior X020 sampai dengan 10 Oktober 2025

KEMLA
BADAN KEPEGAWALAN NEGARA

Negars Nomaor JOR/KEP/2000

mpetensi

yHak Asasi Manusia

et

——
T

dan Pemanfaatan CAT serta peringkat Il
untuk  kategori  Penilaian  Kompetensi

Kementerian dan Lembaga Negara.pada BKN
Award

X] b (M o

BN AWARD
M0
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3. Predikat Wilayah Bebas Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBK/WBBM) dari Kementerian PAN dan
RB

Sejak mencanangkan program Zona
Integritas WBK/WBM pada awal tahun
2020 pada semua satuan kerja di
lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.
Segala upaya pembangunan ZI telah

Prioritas Nasional

Kementerian Hukum dan HAM
mendapatkan amanah untuk
melaksanakan Prioritas Nasional yang
teknis pelaksanaannya diselenggarakan
oleh BPSDM Hukum dan HAM. Prioritas
Nasional yang diselenggarakan oleh
BPSDM Hukum dan HAM adalah Pelatihan
Pembimbing Kemasyarakatan dan
Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak.

LAPORAN KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2020

dilaksanakan agar BPSDM Hukum dan
HAM memperoleh predikat WBK/WBM
dari KemenPAN/RB. Berdasarkan hasil
evaluasi dari tim penilai dua satuan kerja
di bawah BPSDM Hukum dan HAM yaitu
Politeknik Imigrasi dan Balai Diklat Hukum
dan HAM Jawa Tengah ditetapkan
memperoleh predikat WBK/WBBM.

o =l

(F) pIvGAM PENGIARGA AN S taxonon

KEMENTERINN PEAXDAYAGUN AN APARVTUR NEGARN

DAN REFORNMASIBIROKRAS]
Memberlikan Penghargoon Kepada:

BADIKLAT JAWA TENGAH

otos partsiposinyo sebagal unit kedo peloyonan berpredikat
WILAYAH BEBAR DARIKORL PSI WEK
Jakorta, 21 Desember 2020

enter
Pendayogunaon Aparotur Negara
don Reformasi Birokrasl

Tjohjo Kumaolo

Pada tahun 2020 Pelatihan Pembimbing
Kemasyarakatan diselenggarakan
sebanyak delapan (8) angkatan dengan
total 320 peserta dan dengan capaian
100% sedangkan Pelatihan Sistem
Peradilan Pidana Anak sebanyak delapan
(8) angkatan dengan total 270 peserta dan
dengan capaian 100%. Lebih detilnya
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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No. ng?he;ln Tanggal Pelaksanaan Target R.?:Iri;;Si Capaian Pagu R(";a;i;:g %
Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan
1 | Akt. XXVII 22 Juli s/d Ag 2020 40 40 100%
2 | Akt. XXVIII 29 Juli s/d 27 Ag 2020 40 40 100%
3 | Akt. XXIX 13 Ag s/d 14 Sept 2020 40 40 100%
4 | Akt. XXX 27 Ag s/d 23 Sept 2020 40 40 100%
5 | Akt XXXI 07 Sept s/d 02 Okt 2020 40 40 1009 | SO0 | 1942580000 ) 83%
6 | Akt. XXXII 14 Sept s/d 09 Okt 2020 40 40 100%
7 | Akt. XXXIII 06 Okt s/d 05 Nov 2020 40 40 100%
8 | Akt. XXXIV 19 okt s/d 18 nov2020 40 40 100%
Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak
1 | Akt. XLVII 4 Maret - 18 Mar 2020 30 30 100%
2 | Akt. XLVIII 17 Juni — 4 Juli 2020 30 30 100%
3 | Akt. XLIX 1 Juli - 18 Juli 2020 30 33 110%
4 | Akt L 22 Juli- 10 Ag 2020 30 29 97%
5 | Akt LI 12 Ags-1 Sept 2020 30 29 97% 1.248.100.000,- 1.041.382.387,- 83%
6 | Akt LII 02-19 Sept 2020 30 29 97%
7 | Akt. LIl 22 Sep- 10 Okt 2020 30 30 100%
8 | Akt. LIV 15 okt-04 Nov 2020 30 30 100%
04 Nov - 21 Nov 2020 30 30 100%
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BERMARTABA‘E

e 78 i

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi,
BPSDM Hukum dan HAM menyusun dan
menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja
yang dicapai berdasarkan Penggunaan
Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan
Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020
merupakan  bentuk  akuntabilitas  dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan atas penggunaan anggaran
selama tahun 2020. Tujuan pelaporan kinerja
adalah memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan
bagi BPSDM Hukum dan HAM untuk
meningkatkan kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja
terhadap target sasaran kinerja yang telah
ditetapkan pada awal tahun anggaran 2020,
terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang
memenuhi target yaitu Persentase hasil
penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti
oleh pengguna sebesar 81%, Persentase
alumni pelatihan yang sudah
melaksanakan tugas sesuai dengan
kompetensi bidang tugasnya sebesar 96%
dan Persentase kelulusan Politeknik
Imigrasi dan Politeknik Imu
Pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai
dengan kompetensi jabatan sebesar 100%.
Sedangkan indikator yang tidak mencapai
target adalah Persentase ASN
Kemenkumham yang mendapatkan
pengembangan kompetensi sebesar 70%
dari 80% yang ditargetkan, meskipun
demikikan secara kuantitas mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2019.
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Sasaran . - T . Pagu Realisasi
iy Program Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian ) [Rp) %
Persentase hasil
penilaian
kompetensi yang 75% 81% 108%
ditindaklanjuti
oleh pengguna
Persentase ASN
Meningkatkan Kemenkumham
kompetensi yang
Sumber Daya mendapatkan 85% 70% 82%
1 | Manusia di pengembangan
Bidang kompetensi
Hukum dan Persentase
HAM alumni pelatihan
yang sudah
melaksanakan 85% 96% 113% | 233.879.511.000 | 228.392.914.900 | 97,65
tugas sesuai
dengan
kompetensi
bidang tugasnya
Terpenuhinya Persentase
Egr’xlenterian kelulusan
Hukum dan Politeknik Imigrasi
HAM yang ﬁrz?]rLPolltekmk
2 | memiliki p K 95% 100% 105%
Kompetensi emag_yara atkan
dibidang yang ditempatkan
sesuai dengan
Pemasyarakat K :
ompetensi
an dan jabatan
Keimigrasian )
B. Rencana Tindak Lanjut
Agar di tahun mendatang seluruh indikator pengembangan kompetensi ASN
dapat tercapai targetnya dan dalam kualitas Kemenkumham.
serta kuantitas meningkat kinerja, maka 4. Peserta pelatihan khususnya pelatihan
BPSDM Hukum dan HAM perlu melakukan : E-Learning diberi keluangan waktu

dalam mengikuti pelatihan E-Learning
agar bisa optimal dalam mengikuti
pelatihan dan pembelajaran tersebut.

1. Sosialisasi kepada seluruh user (unit
pengguna) agar menindaklanjuti hasil

pefillaian Wkompeienst Syang Stelah Hal ini juga akan mengoptimalkan output

Lilaikel A weregcanaan dan outcome dari BPSDM Hukum dan
pengembangan dan perencanaan pola HAM

karir pegawai.

2. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi
Informasi dalam pelaksanaan pelatihan
dan penilaian kompetensi serta dalam
proses bisnis internal BPSDM Hukum

5. Hasil pelatihan dimasukkan kedalam
penilaian kinerja agar peserta pelatihan
termotivasi dalam mengikuti proses
pembelajaran.

dan HAM.

3. Penerapan pengembangan kompetensi Demikian laporan kinerja yang disampaikan
dengan metode Corporate University untuk dapat digunakan sebagai bahan
agar menjangkau  seluruh  ASN evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan
Kemenkumham dengan berbagai peningkatan kinerja pada tahun yang akan
bentuk pengembangan kompetensi datang.

yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan

Nemenkumham Corporate Yniveesity | 33




LAPORAN KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2020

REFERENSI

Laporan Tahunan 2019 BPSDM Hukum dan HAM

Laporan Tahunan 2020 BPSDM Hukum dan HAM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 BPSDM Hukum dan HAM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Pusat Penilaian Kompetensi, BPSDM Hukum

dan HAM

5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Pusat Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, BPSDM Hukum dan HAM

6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Pusat Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM

7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan

S S

HAM Kepulauan Riau

8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan
HAM Jawa Tengah

9. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan
HAM Sulawesi Utara

10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Politeknik Imigrasi

11. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Politeknik liImu Pemasyarakatan

12. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2020 Pusat Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, BPSDM Hukum dan HAM

13. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2020 Pusat Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Fungsional dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM

14. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2020 Balai Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan HAM Kepulauan Riau

15. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2020 Balai Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan HAM Jawa Tengah

16. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2020 Balai Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan HAM Sulawesi Utara
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LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 2020

FPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

Calam rangka yang afekif, skursbal

sarta berorantat] paca Nasi, kemi yarg bartanda tangan cibanah In

Nama i Min Usihan, S H, MH,

Jasatan : P Kepaia Badan Pengembangan Surber Daye Manusia Hukum dan Hek
a5l Menusis

Selanjutnya dicebut Pihak Portama

Narma Yasonna H. Laol,

Jaoatan : Merter Huhum den Hak Asas| Manusia

Selatu alasan phak portame, s=lenjurya disebul Pihak Kedua

Pinat pertama bedarg akan mewijudian target hinerja yang ssharusnya, sesual lampiran
Fetjsciisn i, dalsm rangka mencaps terget kinerja jangka menangah seperti yang letah
ditctapkan dalam dolumen don ian target
kinerie ters=bit menjadi lanzguna jan kemi.

Pihak kedus ehan melakukan supervisi yang diperdukan serta ehan mek evaluasi
lerhadap capaian kineja dan perjargian ini dan mengambil !mdn\an yang diparlukan calam
rangka pemberian pengnargaan dan sonkas.

Jakarta, 19 November 2019

Prrok Kedua
Mentad Hukum dan Hak

Piha), Pertama
Manuss Pi. Kegsta BPSDM Hukum dan HAM

ﬂlm

Min Uginon, SH. MH.
NIP, 193003091394032001

PLRJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM

No. Samaran Program orja Target
) Y2 XTI ¢ B THE . (3) = (0]
1 Fenilaian Kor i et
Agaratur Kementerian ymmwﬂokﬁmw <leh Pengauna
hukurm dan HAM ersentasa Alumnl Petsiinan yang sudah | BI%
m.uks:nﬂun |u munx dangan

| kompatensi bidan o
Parsentase Al m‘mumm yang B5%

2 | Terpenubinye SDM | Persentase Lulusan Politeknik Imigrasi dan | 95%
Kementeran Hukum dan | Politelni fimu Pemasyarakatan dengan

peadiat memuaskan
kompatensi dl bidang | Persentase Lulusan polteknik imigrasi dan (15
keimigrasian dan | Politenik  limu  Pemasyarakatan yong
secuai dengan
kompelenainya 1

Anggaran
| Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Rp.  456.720.163000.
| Kementerian Hukum dan HAM
%0 b Hp. 1 538 BAad 000 -
% | Penyslonggaraan dan Paiathan Ap. 0,440 345000,
Fungwonal dan HAN
3 | Keg@tan Penilaian Rp. 4.100 D00 000 -
a Penyslenggaraan Pendidikan dan Pelatiban Tekns | Rp. 10.445 657 000 -
dan Kepemimpinan
& | Dukungan Manaemen dan Dukungan Teknis 57,340,326 000, |
Lainnya BPSOM Hutum dan HAM
& | Penyelengoarann Dot Aparatur a Wilayah Rp. 63.854.962 000~

Jaxorta, 19 November 2019

Pihak Pactama
Pit. Kopala BPSDM Hukum dan KAM

Pihak Kedua
Menten Mukyn-daw Hal

Hv

Min Usiben, S 4., M H.
NIP.196903031994032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BADAN ANGAN SUMBER DAYA
HJKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA

Dslem rengka yang efekti 4 bel

e&rla berorientzsi pada hesil, betanda tangan ditawah ini

Nama +Min Usihen, S.H, N.H.

Jebatan PIt. Kepals Badan Pengembangen Sumber Daya Manusa Hukum Hak Asasi
Manusa

benanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran penanjen Ini,
dalam rangka mencapal target knefa jangka menergah seperi yang telah ditelap<an daiam
daokumen perencanaan.

can ian targe! kinera torsebut menjpdi tanggung jawab
kemi,

Jakarla, 43 November 2013

Pit. Kepala BPSDM Hukum dan HAM

Min Usihen, SH, MH.
NIP. 136£03091594032001
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2. Perubahan Indikator di dalam Perjanjian Kinerja

KEMEMTERILANMN HUKUR DAM HAK ASAS] RMANUSIEA REPUBLIK INDOMNES|A
BADAM PEMNGEMBANGANMN SUMBER DAYA PMAMNUSIA HUKUM DAMN HAK ASASI MAMNUSLA

MNOTA DIMNAS
MOMOR - SDM_3-SM.06_01-50

k. . Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak
Aszasi Manusia

Drari o Kepala Pusat Penilaian Kompetensi

Hal o Usutan Pemubahan Indikator dam Target Kinerja Pusat Penilaian
Kompetensi Tahun Anggaran 2020-2023

Lampiran = 1 {=satu) berkas

Tanggal - 4 Maret 2020

Menindaklianjuti Mota Dinas Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukuem dan Hak Asasi Manusia Momor SDM.1-PR.01.03-38 tanggal 28 Februan
2020 perihal Masukan terhadap Indikator dan Target Kinerja TA 2020, bersama ini dengan
hormat kami sampaikan Usulan Perubahan Indikator dan Target Kinerga Pusat Penilaian
Kompetensi Tahun Anggaran 2020-2023 (berkas fernsrmyoir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya divcapkan terima
kasik.

MIP. 19620727 198703 2 001

Tembusan -

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
(sebagai laporan).

MATRIK UPDATE KRISNA TAHUN 2020
PROGRAM DIKLAT APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SEMULA MEMIADE

SARLEAN TaRGLT SALAALK TR
i e 1908 | ppccnasyretisTa o mpcaroe

o0 | ma | s | W o N N
) =T [l vertase ast centaien T | | ee | ow | serse |1 £ s | =
Frogram |sparctur Kemenberian Hubum den  [Lemectenss vang dtincekdaniuti oieh| Fragram L

o
s s zan .
Tw | 08 | Tow | T '_ E“erm’ﬁ\ EAEA R ED
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3. Berita Acara Serah Terima Lulusan D-1V Lanjutan Poltekim

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR SDM-UM.0O4.02- 855

Pada har ini Senin Tanggal Empat Belas bulan Desembear Tahun Dua Ribu Dua Puleh
berternpat di Aula Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, kami yang bertznda tangan dibawsah ani

MNama : Dr. ASEP KURNIA, S H., M.M.
MIF 1 1988111318E603 1001
Pangkat f Gol. : Pembina Utama (NWie)
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonasia

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Mamsa D JHOMI GINTING. S H.. MH_
NI 19810612 158003 1003
Pangkat ! Gol. : Pembina Umma {IWe)
Jabatan : Darektur Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagail PIHAK KEDUWA

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Peserta Didik D-IV Lanjutan
Paolteknik Imigrasi Tahun Anggaran 2020 sebanyak 110 (seratus sepuluh} orang. yang terdir
dar 83 {sembilan puluh tiga} lakidaki dan 17 (tujuh belas) perempuan telah selesai mengikut
program Pendidikan Lanjutan pada Politeknik Bg! i yang berlang g dar anggal 21
Februasr 2020 — & September 2019

2 PIHAK KEDUA menersima dari PIHAK PERTAMA Feserna Didik D-I'Y Lanjuian Polieknik
Imigrasi Tahun Angpgaran 2020 sebanyak 110 [(seratus sepuluh} orang, yang terdin dan 93
[sembilan puksh tiga) Iakidaki dan 17 {ujuh belas) perempuan telah selesai mengikutl Program
Pendidikan Lanjutan pada Politeknik Imigrasi yang berdangswung dar tanggal 21 Februan 20320
— & September 2019,

Demikian Berta Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat digunakan seperlunya.

Yang Menerima. ¥ang Menyerashkan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPAN RB) No. 885 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri

Sipil dari Lulusan Politeknik Imigrasi

Lampiran
Nanten Aparatue Magara

dan [Roformas) Biroksas

Nomer WS Tehwn 2020

Tangue Gy pMormber 2070

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI LULUSAN POLITEKNIK IMIGRAS]
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2020

No NAMA NAMA JADATAN KUALIFIKASI PEMOIOIKAN aLonAm UNIT PENEMPATAN
UM AR SELURUNNYA 13
v | owan rras sancevessra AnaLs . v |omekronar senseras micrasi
2 | eranan vuoia saTaia AL v ' O 1T CHEAT MO AL WANIAS)
R [ ———— ArALs o ' DINEKTORAT JENDERAL WIGRAS)
o | Murasenan s imavan AN Bav 1 |omexrorar seroeral sesass
s | oranvasaniava ANALIS v v fomesromar s raL ancas:
o | osean ancancnowa roranams z Anaus o o | |onenronar senoe A smaras:
o | rarar snoranuom AMALIG KE G RAS AN 6.1 N xS AE AN 1 |omexronar senocaac smaras:
o | svaroo s YOI —— v MUK KE TG RAS AN v |omexrorar senoenad mmcras:
P [ ———. ANALIG KEIGRASIAN - s KEmIGRAT AN ' I ERTOIAT JENDE AL IIGRADE
10 | vArEBTIA KA DaRranvenre ANALIS KEGRASIAN (3. el s W MG AR AN \ IR EKTORAT JENDE AL WIGAASH

Sataman 3 dan o
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ALOkAD -
UNIT PENEMPATAN

UALL

VUBARE SUZr ACATYA

AMALID KERAIDRADIAN

[04v MANAIEIAC N TEKNOLOOL

Chr K TORAT ST RAL ISR

¥ €00 BUGH FIABETYD

ARIALES KRG AT AN

0300 AN A S B T RO 6

(DU KTORAT JTNDERAL IWMIGRADH

BAGAS HIDAYAT S A

AMALIE KEMRAIG RAGIAN

044 MANAIEMEN TERNOLOCH

R KT GRAT JENDERAL MRS

ASBTAN MALA Mz

ARAL KA TIAN

0340 ALARAIERRE N T RO E5

DIREXTORAT JENDERAL IS RAD

1 RORMAANCE ALHIA FFANATA

ANALIS ERMCRATIAN

04 MANAICIAE N TERANOL OO

1ME K TOMAT SENDERAL MAIGHAS

PUYAN HE RIANDS T RA

APUALLS W SRS AN

5.0 MARAIEIAL N TERMOLOGH

(O REKTORAT JENOERAL WAIGRATH

AR BN DO TIRAR

ANALIS KEMIGRATIAN

O MANAIEME R TERNC O

[OHE K TORAT JENOIE AL IMaICRAS)

EVINSA YA FATEATYA

AMALIE KE MIGFRAS AN

.45 MANAIENILN TEXNOLOGE

O KT GHA T SErDERAL OmAT

FURNG) HAMADITYA 5 Y AN A

B

A

TERNOLOGH

DIMERTORAT JErnmAL mceas)

ARV REZCY MAYCAn

ANALIS R mECORANIAT

OV MANAEMEN TERNOLOGE

ot AT senDERAL BUGRAT|

ACUILDO FUTRA BARWANTO

ANALIG ME WS ORAS AN

© " MANAIEMEN TERNOLODH

oucer rCrea T von roaL smoseas

M DAIVA MAHOYATHA WABASUTRA

ANALIS K GIAS AN

001 BAANAIE DAk be ¥ N

[OMERTORAT JENDERAL RAIGRADH

MUSAMAAAD RIZO TRALIS £ AIAR

ANALIS HE I GRASIAN

0 (v MANAJEMEN TERNOLOG

I T ORAT JENDE AL B Az )

VUBUE JUMANTO

ANALIS KE INIGRAT AN

01V MANAE RSN TH MO OGS

IR CHTORAT JEMDEAAL BeaRAS]

MAUHAUATAD TALFIC AMRAT F1TIIVANTO

AMALID KNG IASIAN

|0 1V MANAJEMEN TEXHCLOOH

i e T AT JE MO AL A CRARL

20 J A MU BYADIL ASWAD SYADEILE

ANALIS KEBACIRASIAN

-7 AP A T TE RO

DINERTORAT JENDERAL IMICRAGH

Malaman 2 dari 0

~o NaAmA MAMA JABATAN ICUALIFIKASI P NDIOIA N FoTeryes] UNIT FENEMIEATAN
2r | zasr uman racoman Anencin o-rv [—— . KT ORAT I N AL IAIGRAS!
an | Avamaois oo Tar AnaLis (- PR — v |omexronat seronman micnas
PR [T —— AMALIE MERNGRATIAN D MAMASEMEN TEMMOLOSH v |emerronar seneenan muonas
20 | moewy smansunra AnaLis v [—— 1 fomenronar senoenan miomas:
P T — ANALYE K v e + -
33 | mesrasans Acnrva season ANALIE KEBAIGRATIAN 51V MARAJEMER TERNOLOGH N T ———
33 | MUKAUMAD HIAL PRATAMA by - 1 |emenronar scnocar swcran:
P T Er——— Anaiis v T RO o0 B A
PR [ Ep—— AnaLrs oav e - -
30 | MeALAAD M AG ADIAT A IA AL o B U s T OrAT SEMOL AL INsGIAS
a1 | Far warz an e oav B e
PO [ ——— P —— 04 MANAIEAAE 3 TE KMOLOGH B 150 TR 0 K AL IICIRAS
T L p—— P o e f CIRENTORAT JEHOGHAL WIORAS!
a0 | macmna xa praDanA AnaLis o - . B T ——
[T — Anaus p— . AR R TOIAT 4 NOE AL mGRAR
PO TR — AnaLs oo [r—p— v |omesroRraT semosrar micras:
Hatsman 3 dan 8
NO NAMA KUALF DLERARY UNIT PENEMPATAN >
3 | RALMAMABKA RIANIREA AnaLE oo T ' CIREATORAT JENOERAL MIGRAS!
< | sanovamanow AnaLs T ' CAMERTORAT JE NDEFRAL INISHAS
45 | ADTvAFaLAR suRSHEAN AnALE T ' CIREKTORAT JENOERAL WIGRAS!
46 | BEAUTY MANARANS MATUTINA AvALE T ' CANEKTORAT JENDERAL IMIGRAS|
47 | menosisoua crac saLse ANALIG KERHGRASAN 00,1V RAARAIE AR N TE RO O ' CIRERTORAT JENDERAL IMIGRAS|
< | vinza srava acvias AnaLS SEAAE N TERNOH OGB! ' CIREKTORAT JENDERAL IIGRAS!
w5 | 160 Gria prakana ANALIS KEIMIGRAZIAN 0.1V MANAIEME N TERNOLOG! ' CIREITORAT JENDERAL AMIGRAS
w0 | Abamriroaus AvALG. e T 1 CIMERTORAT JENDERAL MIGHAS:
61 | vanoseusTIe An AnaLs o T oo ' DIREKTORAT JENDERAL MIGRASS
52 | samues oo sanTaso ey enre 1 CIRERTORAT JENOEAL BaIGIASE
e3 | oewvapm mamasnana AnALIS TRASH 1 KANTOI IMIGIAS KIELAS | IHUSUT NON THJAKARTA BARAT
sa | mEnoY T HOAYAT ANALES TRAS ' IKANTOR IMIGRAS! KELAS | KHUSLS NON TR1JAXARTA BARAT
w5 | eanbU A suSRANA ANALIS KERAIGRATIAN 5 ADMINIETRASH KE WIGRASGAN . KAMTOR IMIGRAGH IKELAS | KHUBLS WON T51 JAXKARTA RARAT
= | novansvanruTRA ANALIS o ' KANTOR IMIGIAS! KELAS | KNUSLS MON T571 JAXARTA BARAT
7 | MusaRarAD QA EFAN M ANALIS . MANTOR IAIGRAGI KELAS | KHUSUS NON TRY JAKARTA GARAT
sa | marmsaerrim e ANALIS KERMIGRASIAN 0.1 ADRINIS TRASE KERHGRASAN ' MANTON ILMIGIRAS] KELAS: | KNUSUS NON T571 JAXARTA SELATAN

Halaman & dard 9
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NAMA NAMA JABATAN ey UNIT PENEMPATAN
o MUHAMMAD FAMTAN FIATAMA ANALLS KEBMIGRASMAN (O-1V ADMINIS TRASI KE MGRASIAN ‘ [KANTOR MGRASH KELAS | KHUSUS NON TP| JAKARTA SELATAN
oo MOLAMILAD RANA DICKI PRATAMA ANALIG KE MIGRASIAN O~V HUKUM KE IMICRASIAN 1 [KANTOR MIGRADE KELAS | KHUSUS NON T JAKANTA SELATAN
61 | vuora ARIE 2ULGARMAN BREGAR ANALIE REMIGRASIAN 0-1v HUKUM KEIBBRASAN ' antom 1o e seLaTAN
o2 MUHAIAIMAD DRAJA PRATAMA ANALIS KE 0.V Al [KANTOR MIGRASIKELAS | KMUSUS TP BATAM
e YOVIA YUSUF ADI KUNCORO ANALS KE WG RAGIAN DIV ADMNISTRASI KE MO RASIAN Al KANTOR AUGAAS! KELAS | KHUSUS T BATAM
6a | WAN ADRMNEYAH mArRMAN ANALIS KERTGRATIAR 0-1V ADMINIGTRATH KERMGRASIAN N KANTON IAGRATI KTLAS | KNUSUS T91 BATAM
68 FZar NAUEAL ANALES KEANGMASIAN DIV MUISCURM M5 MG RARIAN . (KANTOR WAGRASI KELAS 1 NON TR DEFOK
oo MAIDIL AL AR ANALIS KEBNGRASAN -1V HUKUM KEIMIGRASAN R [MANTOR IVICRAZE KELAS | KHUSLES TP1 BATAM
L1d WEOATAMA DWIMAS GUME LAR ANALIS KEBMIGRASIAN (O 1V ADMINIS TRASS KE MOCILASIAN 1 [MANTOR RHGRASEKELAS | KHUSLES TPT MEDAN
68 FALUZAN ALHAGS YUANDIU ANALIS HE IVIGIRASIAN IV ADAGMIS TRAS KERMSRASIAN Al [MANTOR MUGRASIKELAS | OWUSUS TH MEDAN
oe EDWIN BUODI SANTIKO ANALIS KE NOGRASIAN -1V HUKUM KEAMGRASIAN Al [MANTOR MISARASHKELAS | KIUSUS TF MEDAN
70 REZA SURYA NUGHAHA ANALUS KE WG RASIAN -1V HUKUM KEIMIGRASIAN * AN TOMN INIEIATE KELAS | KIUSUS TEY MEDAN
kAl DIMAS SULISTYO GAGAH PIAKOSO ANALLS KE MNORASIAN -1V HLIKUM KE IMMGRASAN A (MANTOR IVOCRASIKELAS | KMUSUS TR MEDAN
72 FANNA FAADHILLAM ANALLS (O 0! AS | KHUSUS TP SOTKARND - HATTA
73 | Awis apriAN SIEAGARIANG ANALIS o T [RARTOR KMORASEKELAS | KMUSUS TP SOERARNG - HATTA
T4 FATWA FITRADAN DEGIAZ ZTIN ANALIS KEIMIGRASIAN (O 1V UKL KEMIGRASIAN 1 (MANTOR IMAGRASE KELAS | KIUSUS TEY SOCKARND - MATTA
Halaman 5 dari 9

no AMA NAMA JABATAN ALORAN UNIT PENEMPATAN

s GRVESTER YANSEN HALAWA ANALIS KEMAGRASIAN DAV HUKUM WEMMIGRAS AN Al KANT O IMIGRASI KELAS | KHUSUS T BOERARNGO « HATTA
re MTUHATIMAD AYMAN I ANALIS DIV UKL 1 KELAS ™ ~ HATTA
L2 MOHAMMAD WENDY HERIMANSYAM ANALIS KESMGRASIAN OV 1 T KEAAS T

- FIRO YOOA ACUSTIAN ANALIG KEAMORARIAN (O Al IVHGRADI KELAS | KHUSUS T SUNRABAYA

e MUBAMMAD AN SERTIAMNISLAMSE YA | ANALIS KEMORASIAN £V ADMINIS T IUASH KE IIGHASIAN Al IKANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS Tr SUNASATA

L] REVZA HANSF IANA PUTRA ANALIS KEMIGRASIAN -1V FUKURM KEICRASIAN 1 ANTOR IMIGRAS! HELAS | KHUSUS TP SURASAYA

L) RINALOF ANALIS KEMGIRAS AN DIV HUKUM KEMICHRASIAN A PANT OFR IMIGRASE KELAS | KHUSUS TP SURABAYA

L2 MOHATIAL RILZKI RAMADMAN ANALIE KERNGRASAN o STRAGH 1 r KELAS I NON T JARARTA PUSAT

a MUHAMMAD GILANG JAVA SUDARMNO ANALIB KERODAAS AN DIV ADMINISTRAG KEMIGRASIAN 1 [HANT OR IVIGRASI KELAS I NON 11" JAKARTA PLUSAT

54 | raos aeasTU voaanEsa ANALIS KEMIGRASIAN v HUKLM KEmaGrAsIAN 1 (KANTOR IMIGRAS! KELAS | MON TR1 JAKARTA FUSAT

s AANSAP UL ALEXUS SINMBOLON ANALIZ KEMCRASIAN ORIV UKL KEIMGRASIAN : ) [MANTOR IMIGRAS! KELAS | NON TR JAKARTA PUSAT

L] FODICNN TIO PUTIRA L. TOMING ANALIS KEMGRASIAN OV ADASNISTRAG! KEIMIGRASIAN 1 JKANTOMR IMIGRAZ KELAS | TP RALIKPAPAN

ar MUMHAMMAD BILAL DL RLANDY ANALIS KEMICRAZIAN D0V MUKUM KEIMIGRASIAN Al [RANTOMR IMIGIRAS KELAS | KNLISUS TP SOFKARNO - MATTA
L] MUHARMMAD FAHRUL R ANALIS RASI Al [RANTOR SACRAS) KELAS | TP RANDLING

" M ROHO BAHAR HARAHAR ANALIS HEMIGRASIAN DV ADMINI ST ILASE KEMIGRASIAN 1 [HANTOR MMGRASE KELAS | TR BANOUNG

20 TEUKU MJHAMMAD AFSEF MALILANA ANALILS KT IMIGRASIAN DIV FUXUM < EMICIRASIAN 1 [XANTOR IMIGRAS! KELAS | TFI BANCUNG

Halaman 6 dari 2

NO NAMA NAMA uALS oo | UNIT PENEMPATAN ™
167 | wavrar raoHiLan ANALIS KEMAGIRASIAN 51V ADAINES T IRASE KEBAIGHASIAN 1 |ranToR neGRASIKELAS | TRV TANUNG PIRANG

108 ALFANDY ADLYTHAMA ANALIS KEMIGHRASIAN -1V HUKUW KEMIGRASIAN " CANTOM IVICRASEIELAS | T TANJUNG MINANG.

108 | mace rancesTu ANALIS o1 1 |RANTOR IMORASIKELAS | TP TANSUNG PRIOK

110 | 104 BAGUS YOG PRARADTIA ANALIS s [RANTOR IMIORASE KELAS | THFI TANJUNG PRIOK

1 | sarriacisra susno ANALIS KEWIGRASIAN o-v HuRUM KEMIGRASIAN 1 |RANTOR IMORASIKELAS | TR TANANG PRIOK

12 | amkson ANALIS KEMIGRASAN 0-1v HUKUM KEMIGRASIAN 1 |RANTOR IMIGRASIKELAS 1 TPI TANJUNG PRIOK

THEAN JOANA BUDRAIAT

ANALIS

o

MANTOR IWGRASIKELAS | TS YOOYAKART A

ARALED RICHO KU RNIANAN

ANALIS KEBHICRABAN

0 1V ADMINIET RAZE KEMAIGRAS AN

MANTON IMGRASIIKELAS | TP YOOYARANTA

GEDE AGRE WIRADMEA ARAWAN

ANALIS KEMICRASIAN

D1V ADMINES T RASS KEMIGHAS AN

KANTOR ILHORASEKELAS § TP YOOYAKART A

116 | MUHAMIAD Fiou ANALIS o * KANTOR IMIGRASEKELAS § TPI YOGYAKARTA
117 | ANDINRA MU TMAINNAN ANALIE o * KANTOR IWIGRASEKELAS | TP YOGYAKARTA

118 | MUHAMIAD RLZOY ALXTTAIMA ANALIS - . KANTOR IMGRATEKELAS | TP YOGYAKARTA

e | rAaur suomwan ANALIS CR . KANTOR IWGRATEKELAS 8 NON TR MUARA £ NIM
120 | RICKY FAJAR YAMD ANOITA W ANALIS KENCIASAN -1V HUKUM KEIMIGIASIAN . FANTON IVIGIASE KELAS 1 MO T91 MUASA £ RN
121 | £ov sumarvo ANALIS o- . KANTOR IMIOFASI KELAS 1 MON TR TORELD

122 | ENRICO YUDSTRA ANALIS KEIMIGRAZAN O- ADMINISTRASE KEMAIGRASIAN * MANTOR IUIGRAS KELAS H TPI ENTRONG

Haloman & dan 9
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) NAMA NAMA JABATAN KUALIFIKAS! PENDIDIKAN ALOKASI UNIT PENEMPATAN .

123 | TITO SATRIWCAKSONO P M ANALIS KEINIGRASIAN D4V HUKUN KEMIGRASIAN . | KANTOR MMIGRASI KELAS | KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN

124 | SAYYID MUHAUNAD RANDE ANALIS KEINIGRASIAN DIV ADMINSSTRAS! KEIMIGRASIAN 1 [KANTOR INGRAS!I KELAS 1| TP| TANJUNG UBAN

gnteri Pendayagunaan Aparatur Negara
ﬁ»ﬁ ormasi Birokrasi

5. Surat Acara Pelaksanaan Pemilihan Penempatan Taruna Wreda Angkatan 51 tahun
Akademik 2020 bahwa seluruh lulusan Poltekip di tahun 2020

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA 3277 | TAQY FAUZAN GIYANDRI BaliPema: 1 Kelas Il &
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM -
POLITEKNIK ILMU PEMAS Y ARAKATAN 3151 | ADMAN WAHYU NOWVIANDE Lembage Pembizaan Bhusus Anck Bandar Lamoung
Ji. Raya Gandul MNo.4, Cinere — Depok, Telp. (021) 7545095 o | Wikl and BelsiPems 1 Kelas Il Pecanbaru
ENDA nasyarckatan
3038 | MUHAMBAD IDEAL RAHWAN Lemkags Pembinaan Khisus Anck Mans
BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENEMPATAN 3180 | DAWID SOROZ Lembaga Pembinaan Bhusus Anck Kelos Il Pekanbar
TATIRCSEIANCHATAN STLMMINAKADEUNE 0 351 | RAMADINA UMARD Balsi Penasyarckatan Kelas I Tanjng Pinarg

Dada har ini, Selaca, (anggal 10 November 2020, telah dilaksanakan permiian lokasi perempatzn Taruna 3172 ] BILYANUL LEAN Baloi Pemasyardtan Kelas Il Pamekasn
Tt T4 AL ricketan B Pgrany Sna Homuhox e 360 | RYANWAHYU FRMANSYAS Balai Pemasyarckatan Kelas Il Mataam
pliihan maging-maning taruna sebagal berkut WMURANMAD CEAES YUSUE i

sTn rama PENCMPATAN 334 | ALTHUHR BaloiPemasyarchatan Kelas Il Suméawa Besar

EVAFIRA SALSABILAH INAS .
3276 | MAISUN Baii Mieloa Bl Serang 3148 | ABDURRAHMAN FAIZALBAHARI | Lembage Pembiraan {hasus Anck Kels | Kupang
3108 FARIHA SUCT Balii atan Melos i Surakata )
191 FADLAN Balai Pemasyarcharmn Kelas | Makassar
prird LUN SR WIDEARTING Baksi Kelos | Denpasar 2 L Lt -
(ka-] CHKA PANA Balsi Helos il Kigten

287 YOLA NUS Balal Walss 1 Ciasgir

sz3n | aerisa vowrrs B Heelon [l Bardar Lampung

3238 MUHAMMAD SURYA ADI WISOWO Baki Kelos il Pelalongan = & b ot i Z =

e S e Bl ‘akos B Mogm Deemikian Berita Acara ini dibugt, unfuk diperunasan s2bagainana mestiny

e | mamsIN IR FERRANDS Lamibags Fambinoan Khusws Snok Kslos | Polembong

3ra DHMAS RONGGO WASITD Balai Keles H Kedn

21t | mHAM KURNIADE Balal Halzs 0 _Jarks

3175 BREMA JAYA PUTRANTA SARUS Lemtiaga Welos HA Bingil

2187 | anoam sovy ama suTes Lembaga Pembinaan Khusis Anck Kelas Il améi

2241 MUHAMMAD YUSUF Babi Kelos | Palembang

3184 | ouasTr RRs Balal Wl I Pas Depok, 10 November 2020

azre Baisi F Hekon 1 ::wmg Wengetanii fia. Pradi

180 AT SAHAR Babi Kelos il Wososan g -

3218 JULPAN LESMAMNA Balal L= EI i (BTIESy‘irE

ERLT FELIE BRIATNA TAMIGAN Baolai Heles | Medan

2206 HELIANTO BURYADI Lembogs Pembinaan Khusas los | Medan

318t DEEMAMN ACUNG PRASETYA Bab Kalos 1 Msin

Ereid MICKY FAHMIZA Balbi Heios W Jembar

3pa MWD FIRMANDS Lembaga Pembinaan Khusss s 1l Batom 77:33- |

3217 SOTUA HAMONANG AN BANGUN Saim ¥alzs HE Asaran " _fsv.aj-."' " > X

| LUOWIG SURANNAD e T *Aiygmon- DT Rechmayantny. Bz IP. 5.H.. M3 Al Munammad, AKS_ 5505, M.SI

213: | Facov ARILAA Baki ¥elzs Il Karong Asem ~ NIP. 19630426 195203 2 00 hIP. 13740213 139403 101

3232 AGUNG ADYNATHA Balal Femasyarakatan Kalos I Kotzbumi

Lembiags Pembinzan Khusre Anok Kelos I Pangka
3202 | GALEH DEAMMA PUTRA Pirang
Lembiogs Pembinamn Rhusis Anck Fielos T Rarng
2164 AMEA CAHYANI Asem
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
POLITEKNIK ILMU PEMASY ARAKATAN 0 . Lentans Tamblah:
J. Rays Gandul Mo.4, Cinere — Depok, Telp. (021) 7545086 e Kelcs 1A Temblohan
L | mes | moe sErvo ERsbowe Lemtags shz |
= Lembags Pemasyarsamn Petnpuan ket 18 Bondar
ol T seromarie | Lanpurg
B | =0 |sussokTaDema LEMIDgs PEMESYIMAITN K2l [ KDY
BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENEMPATAN M | e | s LS00 PETESIATDN NI KEDS 1R LIrgaa
TARUNA WREDA ANGRATAN 51 TAHUN AKADEMIK 2020 - Cambags Romasyirkoms Harbsika Kabs 11, M
ET P i
= RELUG ACEAED BITRL
Padz hari ini, Selasa, tanggal 10 November 2020, elah disksanaian pemilhan lokasi penempatan Tarana T Lentogs 18 Eoan
Tingkat IV Angkotan 51 Program Stud Teanik Pemasyarssatan Politekni liny Pemasyaeoial sesud pilinan 37 | w3 | sosevossovasmmuns | Lenbags Heloa 1A Pacarg
mazing-masing taruna sabagai berikut: B | s | eoms enena T RunzhTahanan Negars Mamata
NG, | STR NAMA PENEMPATAN 30 | =2 | suonessusrons Lentags = 18 Wtamaene
1 3138 | ALDO PRATAMA LEmDaga 1 KEL3S 1A FORHINaN | s |a Runahy -] )
3 | s210 | mezan unrane mesacean ’lum.:nT.:run:lnNeg:na Kelas ll4 Batam S| s | cinces s g Falos 11k Bkt Tirggl
3 | szeo | swrammaso mpsga Pemazyarsisean Helos 1A Bonda Acsh | Jumiab Tolerin e Kl |5 3
iz Lemnw;.:l PRGN NamORD KEIDs 1A Panghl LM PENESFIMAIDN PEROMAN K85 I8
2170 | aavu nmer Dinang A SrakPUTAL agng
3 | s2a: | werivs wevamen Lembaga an Perampuan Kelas I1A Megon 4R AT T19FEMA Laritos Banaemkotu WKahe 1A K
& 3130 | ADITYA NUGRAHA LEmDaga kS | POISIRang DODDY SEFTILAN FUTRA Lentogs Kelos 118 Peronan
A Lamhaga Pamasyarskatan Namotika Kelas [1a seavEcy womzams | Lentag Pemrgent Warnzo
5273 | susumna ram Samaringa e Lentags Pemazyariamn Nendika Nelz 0 Ry
E | zavs | vwvwanvuos Lembaga Pemasyaraiatan Kelas IIA Tanjung Raje 210 | sany ucwvanro nisss Spkw
9 | mmes [ea Rumah Tananan Megara Balikaapan
10 | 3200 | Ammian sssnoios Lemaags Pemasyarokaan Kelas 114 Pekanaon
11 | 3292 | RaNGSA WAHYU DHIKA Lemozgn NN KEFS ls haaram v g Nl gt ULk a
12 | say7 | aiolemawimaTAMA Lemboga Fielas D Tabanan
13 | s3a7 | asous sacim muitasis Mumah Tahanan Neaara Kelas U0 Finrang
e stan Kalos LA Samarings
15 | mmea | caummze Lamhaga Kelos 1A Mt
16 3233 | ZAKIY BIMA KUSUMA ALIVAN Lembaga Jtan_harkotika Kelas 114 Bangli Deepo, 10 Novenber 2020
17 | 3376 | BReLAN YUANAS SaNiavs Lemuiga N KIS | DaNGar Lampung K. Predi
15 | si3s | arruces munamseas rusus | Lemboga Kelaa B Korangayem Teknk Femasyariatan
10 | s24¢ | woew TomNg Lembogs Helos |14 Pematang Siantar r'_“‘-\\ I,
20 | zama | arie Aonan zunas Lombaga Walas 1A Tanjung Finang ~ -
2L | zmis | smaneaes Ruman Tananan Negara Kelas 14
22 | 3195 | anmatRULLY Ruman Taranan Negara Kelas 15 Batsaja y
23 | 3a7a | senmi LEMDaGa PEMISYIIIIAN KEis A Kolaoumi : Racmayonty, B B, SHLLSE Irmon Samose, 5.Psi, M&
RUTH FAERIANT © NP 40590476 100203 2 001 NP 15701 2050 1 204
| sz Fuman Tanonan Negars Helos | Losuan el
3148 | ABDUL MAUKELIAR DARWAS | Lemhaga Pemasyarkctan Demmpaan Pare.pam
= WAZRT HAM DNANEAT Lemioga Pemazyariuatan Narkolika Kelas 114 Karang
3261 | sesmmnTar rtan
27 | 32is | wHosiu wUR ZAMEN Lemnaga an kekds 1A Jamod
28 | =280 | sunHAMAD HILMI RAHMAR.A | Lemboga Pemasyardsatan Kelas 10 Sompit
= MOCHEMA AD AEUNG
- 2220 | sacumus Fumah Tahanan Kegara Kalas IS Dumai
KEMERNTERIAN HUKLIM DAN HAK ASASI MANUSIA
REFLIBLIK INDONESIA o Lemaaga F Marestha Kelas 1A
BADAMN PEMNGEMBAMNGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM 79 VINCENTILS ANDHIKS WEAYE Penatag Sanfar
POLITEMNIK ILMU PEMASYARAKATAN
JI Raya Gandul Mo 4, Ginera — Depok, Tek. (021) 7545086 Bk T R | L PO b A P Py,
28 s | mona Lembiag i Waba 14 Manods
= 3100 | FRMSN PRATAMA FUTRA Lembaga f Bantasg
BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENEMPATAN s 2223 | mean o mecrinan ranssy | Lemioogs Kelas BA Lubuk Lingg
TARUNAWREDA ANGKATAN 51 TAHUN AKADEMIK 2020 31 Lenioga Pemasyaaanion Perempud Keas Il
3207 FENDRASTS ALEF Sukodasyd | Matram
a 5 _ =
Foda nan i, Gelasa, fanggal 10 Movember 2020, telan aliaxsanakor pemiinan Inkasl penempatan Tamra D Runsh Tahsran Negara Kekos B Patang
Tingkat IV Angiatan 51 Pregram Studi Politenik Bru seaual eed 2247 | PavRA RARATIN Lesbioga F Parempuan Somarinda
clvan masing-maging laruna sebagal berkul 34 Levbaga Kabs 12
no. | s NAMA PILIHAN FENTIPATAN T el kgt
i 5 Parmasy oo ston Porenpuan el B Ay 3153 | ANDRIRINANDA ILHAR Rumah T Hefos HB Rengat
32m3 | vuows carvo rranowa Palernbang
= = = e = T 3 | sime | cwirurne sesassan Lemboga F Kelas l1A Tarstan
a T — Brumszh Tahanan Megora Kelas | Medan el 2177 | masiss sANEUDS SUTRS Lembaga ¥akas [IE Fangealan Bun
4 3333 | mammin ‘Rurnch Tahanan Negara fla | Pekanba . ummg Pemnasyarseatan Perermpuan Kebs 1
N Tarmioda Pamasyararstan Naskaina Kaiss 17 5o Ere) HaMATHAR
szas | wowmis rssvan Lamgung :.armag: F ‘Parempuan Keas il
s 3224 | owmam soms stasTiar Rumzn Tahanan MNegara Serempuan Kalrs Bl Medan = 3135 | oow manavas Manuu
? 3200 PIYANTS Lemiaga Hoekors WA Biaiik a0 FRAETTO ABYILLAS Lemboga F Kelas llA Hupang
s 3333 n Lemeoga Kelos A Batam A6 | BNL T A8 =Thaga = .
= P [P S T P Ty TR 21 | ama [ vuses aemaiovsmime Rumzh T: Kok B Prasumalin
@ sima DEWA DERMAWAN FERAIANTO | Lemioga ¥k IA Denpasar - 33 INDRA RUNMAKA Lembaga F Kelas i L
1 R et e Rumsh Tahanan Megars Sarsarda e Lenbaga Pemasyardkaton Feremplan Kebs
2123 4| Aumszn Tahanan Negara Sandar Lamping B | FOBSETIAWANTRIDES) ook
w333 | mwvsaonwanve utoees Furnan Tahanan Negars Seias | Tanjurg Pineng e 3233 aio TEranTo | Lemoag Pemasyarsiatan Kelas 1A Hendor
1= P — gm::g,m“*m ESED G N a1 333 | A3LANDG FEANANDD VB Leerbiaga Pemasyarckatan HE Tandana
i 0 RENALDY CAEZAM ADYTAMA
i 3374 | oom uammowan i s s . “ s3a | ruTes Lemhiaga F Fielas 1B Tanjung
e o o ;T';rzua Pemasyorakaton Makstika Relas 1A Tanjung il 325 | MUHAMAD AIDR SYAPLTRA Lembaga F Pesemmausan Kelys 1B Jamii
a7 T Lemragn ko MB Sngarajs G 328 | FENDRO NUGRDHD Ruman Tahanan Necars Kebos 1A Pl
e 3236 Lemioga ko HE Domp
e D e e Bt Demitian Berta Acars ini dibuat, untut dipsrganakan sebagainana mestirya
i 2273 | seemama Danpazar
2 erar | amerrrs mavn emssamve Rumzn Tahanan Megara Kekas i Aontanak
3133 | ara arancan Lemioga 3an Kelas WA Kalianda
ELSAFIRA MAGHFITOTT
=x s10e | mesvawTa Lemboga el BA Sunung Sugh Depoﬁ 10 November 2020
e Ey THIS AQUNG FRABGWE Lemings Hielns WA Kotangung
£ 3237 | m.sanpa LmEoga Pembinzon KNLEws Aok Banda Acsh Mu Jﬂ“ﬂ‘ Pemasyarckatan
"D, Rachmayanthy. BedP. S H.. M.Si. Dr. Syzhrial Yuzka, Be PS5 H. MH.
NiP. 79620428 199203 2 001 NIP. 18541218 1963031 001
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